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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bertolak dari pembahasan dalam Bab II, maka penulis mengambil

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu, terjadinya perbedaan
mengenai kualifikasi penyalahgunaan jenis tindak pidana narkotika antara
penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim adalah disebabkan
karena :

a. Penyidik kepolisian memberikan kualifikasi jenis tindak pidana
narkotika terhadap tersangka lebih bertitik berat pada penerapan pasal
yang memberatkan agar tersangka dapat ditahan selama proses
penyidikan. Penyebabnya selama ini pelaku tindak pidana narkotika
semakin bertambah bahkan dalam menjalankan rencananya semakin
canggih.

b. Penuntut umum mengkualifikasikan jenis tindak pidana narkotika
lebih bersifat kumulatif, artinya setiap bentuk tindak pidana narkotika
digabungkan menjadi beberapa penjatuhan pidana atau vonis
misalnya, bandar, pengedar, perantara atau kurir maupun pengguna
narkotika.

c. Hakim dalam memberikan kualifikasi jenis tindak pidana narkotika

akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,
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yaitu Hakim juga tetap mengkualifikasikan semua penyalahgunaan
narkotika baik sebagai pengedar, perantara atau kurir atau pengguna

dipakai sendiri.

Bagi Penyidik kepolisian, agar dalam membuat berita acara perkara
apabila kedapatan tersangka yang kualifikasinya sebagai pengguna
penyalahgunaan narkotika berani mencantumkan pasal sebagai
penyalah guna narkotika.

Bagi Jaksa Penuntut Umum, dalam menyusun surat dakwaan apabila
tersangka memang memiliki, menyimpan, dan menguasai untuk
dipergunakan sendiri agar berani mencamtumkan pasal penyalah guna
narkotika.

Bagi Hakim, agar berani melakukan penerobosan hukum bagi
terdakwa yang kualifikasinya sebagai penyalah guna narkotika. Hal ini
dimaksudkan, hakim baik Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan
Tinggi dalam menjatuhkan putusan senantiasa berpegang pada
ketentuan hukum yang ada dan lebih ditekankan untuk memberikan

rasa keadilan kepada terdakwa.
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